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Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pemilik,
penyedia jasa angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan
berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titip untuk
menyelenggarakan jasa titip wajib mendapatkan izin jasa titip, namun di kota Banda Aceh terdapat perusahaan angkutan
penumpang yang yang menyelenggarakan jasa titip tanpa izin.
Tujuan Penelitian untuk menjelaskan tanggung jawab perusahaan angkutan terhadap pengiriman barang yang merugikan pengguna
jasa, akibat hukum bagi pengusaha pengangkutan yang melakukan pengangkutan barang titipan tanpa izin, dan faktor  penyebab
penguna jasa sering menggunakan angkutan penumpang untuk mengirim barang titipan.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan
pelaksanaan di lapangan yang mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendeketan penelitian kepustakaan dan
lapangan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengangkut yang mengangkut barang titipan tanpa izin menimbulkan kerugian kepada
pengguna jasa, maka perusahaan angkutan wajib membayar ganti rugi. Akibat hukum perusahaan angkutan yang tidak memiliki
izin jasa titip akan mendapat teguran dan sanksi dari Dinas Perbuhubungan. Faktor pengguna jasa sering menggunkan angkutan
penumpang untuk mengirim barang titipan karena hemat, cepat, dan praktis serta kurangnya pengetahuan pengguna jasa.
Perusahaan angkutan yang mengangkut barang titipan disarankan untuk tidak menerima jasa titip. Disarankan kepada Dinas
Perhubungan supaya memberi sanksi yang tegas terhadap perusahaan angkutan yang mengangkut barang titipan. Kepada pengguna
jasa titip, agar mengirim barang kepada perusahaan jasa titip yang memiliki izin bukan kepada perusahaan angkutan penumpang.
